


Kuesioner Evaluasi Domain Manajemen SPBE
	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 21 
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan.
Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.
Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakann strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 3

	Penjelasan
	:
	Penerapan manajemen risiko SPBE telah didukung dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2019 namun belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. Informasi mengenai prosedur penerapan manajemen risiko terdapat pada lampiran Peraturan Walikota Nomor 113 tahun 2019 bagian 5 terkait manajemen risiko keamanan informasi.

	Data Dukung
	:
	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019



























	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Keamanan Informasi?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 22
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.

	2
	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia.
Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 3

	Penjelasan
	:
	Manajemen risiko telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2015 bagian 5.2 tentang kebijakan manajemen risiko keamanan informasi. 
Pengendalian keamanan informasi dilaksanakan melalui pemusatan jaringan dan pemusatan data dari seluruh unit kerja/perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikelola melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota sehingga mempermudah dalam melaksanakan pengendalian keamanan informasi. Pengendalian ini dilakukan dengan membangun data center sebagai pusat data seluruh unit kerja/ perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta serta infrastruktur jaringan pada tiap unit kerja/ perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikelola melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tertuang pada lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 tahun 2019.

	Data Dukung
	:
	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2015






















	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkanManajemen Data?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 23
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan.
Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.
Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 1

	Penjelasan
	:
	Manajemen data telah diterapkan namun dilaksanakan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.

	Data Dukung
	:
	-





	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Aset TIK?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 24
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau telah diterapkan.
Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.
Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/ perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dandievaluasi secara periodik.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK. 

	Jawaban 
	:
	Tingkat 3

	Penjelasan
	:
	Penerapan Manajemen Aset TIK telah dilakukan sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian diterapkan pada aplikasi Manajemen Aset Daerah yang dapat diakses pada tautan https://aset.jogjakota.go.id/ namun belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

	Data Dukung
	:
	Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Manual penggunaan Aplikasi Manajemen Aset Daerah.


























	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang SPBE?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 25
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan.
Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia.
Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE tidak/belum terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi dibidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 2

	Penjelasan
	:
	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia namun belum terpenuhi seluruhnya. Pemenuhan SDM ASN dilakukan melalui mekanisme CPNS, Mutasi Antar Daerah, perekrutan tenaga teknis serta pendikan dan pelatihan agar mencapai kompetensi tertentu sesuai yang dibutukan dengan persentase pemenuhan masing-masing OPD berbeda-beda didasarkan pada kondisi SDM yang tersedia. Hal ini tercantum pada lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 tahun 2019 bagian 10.2 tentang kebijakan pengendalian aspek Sumber Daya Manusia.

	Data Dukung
	:
	Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 tahun 2019 bagian 10.2 tentang kebijakan pengendalian aspek Sumber Daya Manusia, Screenshot SIMPINTER (Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu) dan Undangan Rapat Koordinasi Analisis SIM Diklat.























	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Pengetahuan?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 26
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan.
Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan.
Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 1

	Penjelasan
	:
	Belum terdapat penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE yang terpadu dan berkelanjutan. Belum terdapat aplikasi manajemen pengetahuan SPBE yang terintegrasi.

	Data Dukung
	:
	-




	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Perubahan?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 27
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan.
Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan.
Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 3

	Penjelasan
	:
	Manajemen perubahan sudah tercantum pada road map e-government pada bab viii dan pada Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2019 bagian 11.2 poin e.

	Data Dukung
	:
	Roadmap Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.





	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE?

	Aspek 5 
	:
	Penerapan Manajemen SPBE
	

	Indikator 28
	:
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan.
Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan.
Kondisi: Manajemen Layanan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 5

	Penjelasan
	:
	Manajemen layanan SPBE telah dilakukan dengan optimal, sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan gangguan, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan infrastruktur dalam layanan publik Jogja Smart Service (JSS). Evaluasi terhadap layanan dilakukan secara teratur setiap tahun.

	Data Dukung
	:
	Peraturan Walikota Nomor 373 Tahun 2018 tentang Penerapan JSS dan Keputusan Walikota Nomor 431 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Jogja Smart Service Di Pemerintah Kota Yogyakarta



	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE?

	Aspek 6
	:
	Pelaksanaan Audit TIK
	

	Indikator 29
	:
	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan.
Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.
Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman Audit Infrastruktur.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur.
Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 1

	Penjelasan
	:
	Penerapan Audit infrastruktur SPBE belum dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

	Data Dukung
	:
	-







	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE?

	Aspek 6
	:
	Pelaksanaan Audit TIK
	

	Indikator 30
	:
	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan.
Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.
Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa pedoman Audit Aplikasi SPBE.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE.
Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 1

	Penjelasan
	:
	Penerapan pelaksanaan Audit aplikasi SPBE belum terlaksana di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

	Data Dukung
	:
	-






	Domain 3 
	:
	Manajemen SPBE
	Pertanyaan:
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan SPBE?

	Aspek 6
	:
	Pelaksanaan Audit TIK
	

	Indikator 31
	:
	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
	

	Tingkat
	Kriteria

	1
	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan.
Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

	2
	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.
Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa pedoman Audit Keamanan.

	3
	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan.
Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	4
	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.

	5
	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.

	Jawaban 
	:
	Tingkat 1

	Penjelasan
	:
	Penerapan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan dan dilakukan secara insidental.

	Data Dukung
	:
	-
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